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Notaris adalah pegabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal
membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang
dibuat dihadapan notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai
bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau gugatan dari pihak lain. Dalam
menjalankan jabatannya, terdapat kemungkinan bagi seorang notaris untuk melakukan penyimpangan-
penyimpangan terhadap profesi / jabatannya yang akan membawa kerugian, dimana kerugian tersebut tidak
hanya merugikan salah satu pihak secara khusus, yaitu penghadap yang menghendaki dibuatnya suatu akta,
baik dengan cara menghadap sendiri maupun melalui kuasanya, akan tetapi akan merugikan pihak-pihak
lainnya yang memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Seperti salah satu contoh kasus pelanggaran jabatan notaris sebagai mana tertuang dalam Putusan Mgjelis
Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/V111/2010. Notaris digugat mengenai pelanggaran jabatan
terhadap penerbitan aktajual beli dan pengoperan hak berdasarkan surat hibah di bawah tangan yang di
waarmekingkan oleh notaris tersebut. Y ang menjadi objek dalam jual beli tersebut yaitu tanah dan bangunan
yang merupakan objek hibah. Belakangan diketahui bahwa yang menjadi objek hibah tersebut juga
merupakan objek hak waris milik orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu
melakukan penelitian terhadap hukum normatif guna menjelaskan analisa kualitatif dan kesimpulan yang
akan diambil untuk memperkuat teori dan menganalisa permasalahan. Adapun jenis data yang digunakan
adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan serta
putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.

...... Notaries are public officials appointed by the Government to help the public in terms of making treaties
that exist or arise in the community. Written agreements made before a notary called deed. The aim is that
the deed so that it can be used as evidence if a current dispute between the parties or claims from other
parties. In carrying out his post, there is the possibility for a notary to perform the distortions of the
profession which would bring loss of office, where the lossis not only detrimental to one party in particular,
namely parties which requires that: a deed, either by themselves or through their proxiesfacing , but will
harm the other parties that have relevance to the deed he made.

Such as one example of a notary malfeasance cases as written in the Supervisory Council Judgement No.
03/B/Mj.PPN/V111/2010 Notary Center. Notary was sued about malfeasance against the issuance of deed of
sale and transfer rights pursuant to a grant under the hand of the waarmeking by the notary. The objectsin
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the sale and purchase of land and buildings which is the object of the grant. Later revealed that the object of
the grant is also an object's inheritance rights of others.

This study used the normative juridical research method is descriptive analytical that is conducted a study of
normative law in order to explain the qualitative analysis and conclusions will be taken to strengthen the
theory and analyze problems. The type of data used are secondary data using primary legal materialsin the
form of legidation and the decision of the Central Supervisory Council of Notaries.



